PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1952
TENTANG
SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN SERTA BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa organisasi Usaha Rekonstruksi yang dijalankan oleh
Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional bersandarkan atas
Peraturan Pemerintah Nr 12 dan Nr 20 tahun 1951 perlu
disesuaikan dengan keadaan;

b. untuk 1itu perlu dibuat peraturan baru yang memakai dasar
Peraturan Pemerintah Nr 12 tahun 1951 yang kemudian sudah
diubah dengan dibubuh tambahan dan perubahan seperlunya;

Mengingat:

Peraturan-peraturan Pemerintah Nr 15 tahun 1950 (Lembaran-Negara
1950, Nr 44), Nr 12 tahun 1951 dan Nr 20 tahun 1951 (Lembaran-
Negara 1951 Nr 22 dan Nr 32);

Mendengar:
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-56 pada tanggal 17 Desember
1951;

Memutuskan:
Menetapkan:

PERATURAN TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN SERTA BIRO REKONSTRUKSI
NASIONAL.

Pasal 1.
(1) Terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah 1ini
dibentuk :
a. Dewan Rekonstruksi Nasional yang terdiri dari (Wakil)

Perdana Menteri sebagai Ketua merangkap anggauta,
Menteri Sosial sebagai Wakil Ketua merangkap anggauta
dan Menteri-menteri Pertahanan, Perekonomian,
Pertanian, Pekerjaan Umum, Dalam Negeri dan Keuangan
sebagai anggauta.

b. Biro Rekonstruksi Nasional yang terdiri dari seorang
Direktur sebagai Pemimpin dan sebuah staf, didalam mana
duduk seorang wakil dari Kementerian-kementerian yang
oleh Dewan Rekonstruksi Nasional ada hubungan kewajiban
dalam usaha rekonstruksi nasional.

(2) Oleh Dewan Rekonstruksi Nasional dapat didirikan Cabang dan
Anak Cabang Biro Rekonstruksi Nasional ditiap-tiap Propinsi
dan didaerah-daerah lain yang dianggap perlu.

(3) Cabang dan Anak Cabang Biro Rekonstruksi Nasional disuatu
daerah dapat dihapuskan oleh Dewan Rekonstruksi Nasional.

Pasal 2.



(D

(2)

(D

(2)

(D

(2)

Ditiap-tiap Propinsi dan didaerah-daerah 1lain dimana ada
Cabang atau Anak Cabang Biro Rekonstruksi Nasional, pula
didaerah-daerah yang tidak ada Cabang atau Anak Cabang Biro
Rekonstruksi Nasional, dapat dibentuk suatu Badan
Penyelenggara Urusan Rekonstruksi yang dipimpin oleh Kepala
Daerah selaku Ketua merangkap anggauta.

Susunan serta peraturan bekerja Badan Penyelenggara Urusan
Rekonstruksi tersebut dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh
Dewan Rekonstruksi Nasional.

Pasal 3.
Tugas Dewan Rekonstruksi Nasional adalah: _ _
a. membuat rencana-rencana usaha rekonstruksi nasional; _
b. mengatur dan mengawasi pekerjaan Biro Rekonstruksi
Nasional.

Dewan Rekonstruksi Nasional bertanggung-jawab kepada Dewan
Menteri.

Pasal 4.
Tugas Biro Rekonstruksi Nasional adalah:
a. melaksanakan rencana-rencana putusan Dewan Rekonstruksi
Nasional;
b. memajukan usul-usul kepada Dewan Rekonstruksi Nasional

dalam lapangan rekonstruksi nasional.

Biro Rekonstruksi Nasional bertanggung-jawab kepada Dewan
Rekonstruksi Nasional.

Pasal 5.

Tugas Badan Penyelenggara Urusan Rekonstruksi adalah:

da.

b.

(D

memajukan usul-usul kepada Direktur Biro Rekonstruksi
Nasional dalam lapangan rekonstruksi nasional;

mengatur dan mengawasi pekerjaan Cabang atau Anak Cabang Biro
Rekonstruksi Nasional didaerahnya masing-masing, dengan tidak
mengurangi kewajiban Biro Rekonstruksi Nasional tersebut
dalam pasal 1;

menyelenggarakan semua keputusan dan rencana-rencana Dewan
Rekonstruksi Nasional yang disampaikan kepada Badan
Penye]qugara Urusan Rekonstruksi oleh Biro Rekonstruksi
Nasional.

Pasal 6.

Rekonstruksi nasional yang dimaksudkan dalam Peraturan
Pemerintah 1ini adalah pelaksanaan maksud Pemerintah untuk
membuka jalan bagi mereka yang tersebut dalam ayat (2) pasal
ini, untuk hidup dalam masyarakat dengan mata pencaharian
yang layak.
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Maksud Pemerintah tersebut dalam ayat (1) pasal 1ini
dilaksanakan oleh Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional,
dibantu oleh Badan Penyelenggara Urusan Rekonstruksi yang
bersangkutan, dengan menciptakan pekerjaan-pekerjaan dalam
Tapangan pertahanan dan pembangunan yang dapat dilakukan oleh

a. para anggauta Angkatan Perang di Tluar susunan organiek
dan bekas anggauta Angkatan Perang yang belum mendapat
Tapangan pekerjaan di dalam masyarakat;

b. para tenaga bekas anggauta badan-badan perjuangan
bersenjata yang didalam pemeliharaan Pemerintah,
sebagal akibat pelaksanaan Maklumat Pemerintah tanggal
14 Nopember 1950;

C. para tenaga bekas anggauta badan-badan perjuangan
bersenjata selain yang termaksud sub b diatas, yang
belum mendapat lapangan pekerjaan dalam masyarakat.

Pasal 7.

Dewan Rekonstruksi Nasional dapat menyerahkan berbagai Urusan
Rekonstruksi terhadap mereka, yang termaksud dalam pasal 6
ayat 2 sub a. kepada Menteri Pertahanan atau kepada seorang
Kepala Staf Angkatan yang ditunjuk olehnya.

Semua urusan yang mengenai tenaga-tenaga bekas anggauta badan
perjuangan bersenjata, yang termaksud dalam pasal 6 ayat 2
sub b dan c. dilakukan oleh Dewan Rekonstruksi Nasional atau
atas namanya oleh Biro Rekonstruksi Nasional, dengan dibantu
oleh Badan Penyelenggara Urusan Rekonstruks:i yang
bersangkutan.

Pasal 8.

Untuk membiayai usaha rekonstruksi nasional 1ini diadakan
pekerjaan antara :

a. biaya khusus untuk personil dan materieel Dewan serta
Biro Rekonstruksi Nasional;

b. biaya untuk menjalankan rencana-rencana rekonstruksi
nasional.

Biaya tersebut dalam ayat (1) sub a dan b pasal 1ini,
diberatkan kepada Anggaran Belanja Kabinet Perdana Menteri.

Anggaran Belanja tersebut dalam ayat (1) sub b diatas dibuat
oleh Dewan Rekonstruksi Nasional.

Pasal 9.

Dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah 1ini dicabut kembali
Peraturan Pemerintah Nr 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 Nr 22)
dan Nr 20 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 Nr 32).

Pasal 10. Peraturan Pemerintah 1ini dianggap mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 1952.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah 1ini dengan penempatan dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Ppada tanggal 5 Januari 1952.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Wakil Perdana Menteri.

SUWIRJO.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 1952.

Menteri Kehakiman,

MOEHAMMAD NASROEN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber : LN 1952/3



